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... Pornografi tiba-tiba. menjadi buah bibir, ‘hantu seksi’ yang misterius, menakutkon,
mengundang penasaran dan sekaligus menggelikan. Sepanjang Mei hingga Juli 2010,
kontroversi soal pornografi berkecamulk lagi, dipicu tayangan video seks mirip selebriti dan
-mengingatkan kita pada fenomena serupa saat RUU yang mengatur pornografi akan disahkan
DPR. Begitu banyak pihak yang terlibat dalam perdebatan tersebut, menunjulkan begitu
banyaknya pihak yang terkait dalam ‘industri pornografi’ di Indonesia. Intinya, industri seks,
industri pornografi, prostitusi, dan human traficking, adalah ‘lingkaran setan’ yang memiliki
perputaran uang sangat cepat, Industri syahwat ini berkembang mayak, Khususnya melalui
media massa.. Bahkan laporan investigasi vang dirilis kantor berita asing Associated Press
tahun 2008 menempatkan Indonesia sebagai surga industri pornografi terbesar di dunia,

setelah Rusia.
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- Akhir Oktober 2008 menjadi catatan sejarah penting bagi pemberantasan pornografi di Indonesia,
- Setelah melewati masa pembahasan hampir 8 tahun, RUU Pornografi (sebelumnya diberi nama RUU
Anti Pornografi dan Pornoalsi atau APP) sah diberlakukan. Koniroversi seputar perlu tidaknya UU yang
berlangsung sengit di berbagai propinsi, mencapai klimaks melalui keputusan politik di parlemen yang
_ham_s_d_it_erima semua pihak. Kini, agenda Iebih lanjut pasca pengesahan menunggu untuk dirumuskan..
Agenda tersebut adalah implementasi UU, yang tidak hanya mengamanatkan, menuntut kinerja
regulator terkait, tetapl peran serta masyarakat. Tulisan ini ingin menguraikan kembali kompleksitas
persoalan pornografi dan regulasinya di Indonesia dikaitkan dengan media massa, khususnya teknologi
komunikasi mutakhir yang beroperasi di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia. Tulisan singkat
ini juga ingin mengajak pembaca menelisik pornografi dan relasinya dengan media analog dan digital,
teru_tama dalam konteks regulasi yang mengacu kepentingan publik.

Media, Teknolegi dan Pornografi

Dalam konicks peredaran
pornograf, selain melalui foro
dan gambar bergerak, teknologi

short messages seyvice aiau
SMS dalam 3 tahun terakhir
menjadi ruang publikasi don
disiribusi konier pornografi
yang cmagl massif. Bersamidan
dengan fenomena peredaran
SMS rumon, SMS f{cwgg:%}gm 2
politik dan terorisme, beredoy
pula SMS yang bernada promosi
kegiatan pornograji, promosi
pelayanan folo peino dengan
sisiem tarif pulsa premivin.

peredaran konten pornografi dan kejahatan poli-
tik. Demikian ditulis Bart Barendregt dari Lei-
den University pada artikel berjudul “Berween
m-governance and mobile anarchies: Porno-
aksi and the fear of new media in present day
Indonesia” (2006). Lebih jach Barendregt me-
nulis, ketiga identifikasi tersebut terkait dengan
fenomena scluler sebagai media identitas mo-
dern kaum urban di Asia Tenggara terutama In-
donesia sepanjang era tahun 2000-an. Kebebas-
an akses, distribusi dan konsumsi konten seluler
dan internet telah booming yang mengakibatkan
saluran komunikasi digital internet dan seluler
tidak sekedar ruang personal atau domestik yang
tertutup bagl mayoritas konstmen, tetapi men-
jadi perangkat media yang terbuka. Pasar gelap
(black markets), pernalsuan merek (cannibalized
cellphones) dan pengrusakan (hackers) tumbuh
subur sebagal bagian dari perilaku anarki kon-
sumen dalam menyambut eforia kebebasan
berteknolegi. :

Dalam konteks peredaran pornografi, selain
melalni foto dan gambar bergerak, teknologi

Hotile-tecimology i SonteaseAsiaasso=
ciated with piracy, pormography and political
violence. Perkembangan teknologi kommumikasi
bergerak atau sefuler di Asia Tenggara identik de-
ngan peredaran perangkat funak palsu dan ilegal,
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terakhir menjadi ruang publikasi den distribusi
konten pornograf yang amat massif. Bersamaan
dengan fenomena peredaran SMS rumor, SMS
kampanye politik dan terorisme, beredar pula
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iklan di televisi secara reguler, setiap hari:Kon-

:':'Pomo graﬁ sar;gat dmntungkan oleh semakin me-
“luasnya jaringan t (
“ekstensifikasi‘dalam format penyajian, isi, digéri-

'*'Pemograﬁ yang ‘beredar melalui media massa
"sepem Video Compact Disk (VCD), ngzra

“bagi kedua belah pihak, baik ita penyedi atau
"'_produsen segaEa _;enis gatnbar, teks d
"i'pomooraﬁs maupun ‘operator pengelol
' Ter_]adl SImblOSlS mutual:sme antara per

'_massaI Data—data bemkut ini menggémbark
”dengan baik ‘situasi tersebut, baik d; Ind()ﬂ ia
: _maupun ditingkat global. ko

5 Com tahun 2005 dan 2006 menunjukkan salur:
peredaran pomograﬁ terbesar dapat dmmtican

.-”mencapax 2,19 milyar dollar AS, Pangsa pasar
v bisnis ~pornografi:-di mtenet dan -seluler setiap
tahun dlpredlkm akan terus menanjak Menuru

. .-;'Telecom and Mediz, angka pertumbuhan bisn
---pomograﬁ d1 dunia pada tahun 2010 dipréd;

a5 "-mencapm 2,34 m;lyar us doliar dan jumlah pen
- ‘guna mencapai 112,5 juta orang.. Pred;ks '
Cyang dllakukan Strategzc Aﬂalytzcs ‘menunj ukkan
: "-Z}ceuntunvan yang tumbuh mencapai 5 1n1lyar dol-

. tanf pulsa premuzm enyedja konten memasang -
_ _yang beredar melatui teknologi & seluler
SUMER. imggal mengetﬁ{ REG spasi: apa dan sm- i
- pa, makaia mernperoieh konten pomograﬁ yang
S dnngmkan bahkan kemudian dapat’ bertransaksi.
£ 'langsung pada wakti dan Eekam yang d:sepakatz._ ) pomograﬁ 89 persen’ diantaranya berasal . dari
; " “dan atau diproduksi’warga ‘Amerika, khususnya

“Asia. DI AS' setiap empat menit muncul atau la—.
'_hxr web pornografi baru. Sedangkan ditingkat -

setiap hannya Mesklpun konsumen 3 yang perta-
~ makali mengakses pornografi berumur sekitar 11
1 tahun, tet 1)

' -::kbusuénya miemat dan telepon Setuler eredarar;
-dia massa, dwersxﬁkam dan’

"':buSJ hingga pola konsumsi media oleh khalayak. ~ melalui media mtem t.-Da

“deo Disk (DVD) telah menghasilkan keuntungan

‘Survet vang dilakukan oleh Top.ten. Reviews..

1 kabel dan.iayanan félépon komun.ikésx sek_ al

erbaga riset yang berpusat di Inggns Informa R

lar AS tahun 2010 untuk bisnis “konten d:wasa”

Secara globai hmgga tahim’ 2{}06 sekitaf 12:--':"-. s
persen atau ‘sekitar 420 }uta halaman dan total:'.; s
‘website yang ada di internet merupakan web .

Amen}ca Serikat, menyusul Eropa Australia dano

Tobal, sekitar: 260_51tus_ porno baru lahir da}am_: .

hai 49 tahun mempa~j-
kan konsumen terbesar P rografi yang tersebar
'  Jain yang mence-
gz_l_gckan adalah Tata-rata satu detik sekitar 18
a S doliar dihabiskan penduduk dunia untuk
1afan pomograﬁ di internet. Sekitar 42 persen

ari mereka adaiah honsumen aktlf atau mm;mal -

1. 2 9 £
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an bisnis peredaran konten pornografi melalui
penjualan dan sewa DVD/VCD mencapal 3.62

folr| £ rh "wnﬁ R
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Internet, (3) Telepon Scluler, (4) Ma.ldi&hu' dan” -'2901 mencapal--Z 500 buah 2}31ke1nbang tlga kai;

Novel. Data tahun 2006 menunjukkan keuntung-

lipat menjadi 6.500 tahun 2004. Jumlah penduduk
yang mermiliki pelsonai wmputer (?C) mencapaz
2,5 juta tahun 2001 dan ﬂunbuh mencapaz ang-
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.,;:Pengguna intemet di indonesm (APJII May, 2008)

ka 5,8 juta tahun 2005. Sementara itu jumlah pengguna internet tahun 2001 mencapai 2 juta orang,
“bcrkembang menjadl 18 juta orang tahun 2007, Pada sektor teknologi seluler, jika jumlah pelanggan
“tahun 1996 baru mencapai 563 ribu, maka sepuluh tahun kemudian atau tahun 2006 sudah menjadi
""912 060 atau mmbuh sekltar 62 % Data sempa dapat dilihat pada table berikut ini:

YEAR ~Users .. Population % Pen. GDP | Usage Source
3 sieb p.c.®
2000 =2,900,’(}00 206,264,595 1.0% 1 US$370  ITU
12007 20,000,000 224,481,720 89% U S $|I1TU
Y ety ; _ 1980 '
2008 25 000 000 237,512,353 10.5% U S §| APII
1,925

. Nore Pez Capr!a GDP in US a’o!!az s, somrce: UNDSEA

o
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. Di indeneéid, _iéknologi seluler _tuh_lbuh pesat sébagai. industri komersial pasca runtuhnya rezim
-Socharto tabun 1998, Internet dar sefuler sckaligas menandai era keterbukaan politik, ekonomi dan
sosial, Bagl mayoritas pubik di Indonesia, telepon seluler memberikan identitas dan fasilitas untuk

menjadi moéem
Bagi kaum muda
diperkotaan, memiliki
dan mengakses konten
apapun melalui

-internet dan  seluler

adalah gaya hidup
(mobile lifestyle)
termasuk ketika

. mengakses situs dan

gambar pornog}-aﬁs.
Sebagai negara, yang
memiliki  kontradiksi
kelas  sosial,  kota
dan desa, miskin dan

. kaya dan sebagainya,

penetrasi seluler dan
internet di Indonesia
furit  mengurai
kentradiksi itu,
Hasilnya: pornografi
ada dimana-mana,
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_ :menyebutkan' peredaran omoglaﬁ dl Indonesia
i sudah amat parah. Sebagai ‘illustrasi; pomograﬁ
VD/VCD _dapat dengan _mudah dan_

S Jam Rp. '5000 dxkahkan Jumlah pengguna 60[} ribu
orang, Angka ini terus bartambah tlﬁp hart. Ketﬂca :
heboh-skandal® seks yang mehbatkan anggo‘ia

DPR Yahya Zam: dan penyanyl dangdut Maria
' Eva tahuu 2006, menurtit * catatan situs hitp://
- Com, izse'tiap h’a’ri 1 .OO_{) '.pé:ngguna
}nternet d1 Indcmcsza men~d0wn§oad file Maria
_Eva~Yahya Zaini dan server mcreka Search
Engine terp()pule; Yahoo dan Google mencatat

: sedllﬂtnya 50 000 pengakses mternet s
-': mencari ‘kata kuucl
__'Q_oraﬂg Indonesza sa_]a yaﬂg tertar;l

__Prestam yang menm xk tahun2006 adaiah kenka :
_ dan Indonesm

' 'poster sexonok Harva pernposter sangat murzh,
.' yaitu hanyu Rp 1,000, lebih  murah danpada
-'haxga sekepmg VCDfDVD Data—data tersebut
telah Jama ‘memicu kepnhaiman dan ‘mer

- Kamplekstes Rogles Pormograft

‘Maria Eva.: Tzd_'_

Pubhkasx

akhir bulan Oktober 2008, dlsahl\armya regu]asx

'pemberanhsan pomograﬁ setingkat UL jelas

membawa. “angin segar.” Masalahnya ap’tkah
regulasi. ini. ‘bisa dnerapkan efekiif? - Untuk

'men}awabnya penuhs menga}ak pembaca untuk
" mencermat

kembah

kompieks;tas
pornografi, . |

:regula@_}

Pengaturan peredaran medxa dan konten
pornografi, terutama yang terdistribusi meialul
teknologi. komumlxas: di Indonesia dan atau ch
banyak negara berkembang tidak semudah peng-
aturan sektor lain di masya:rakat Beberapa alasm
ciapat d;kemukakan berikut:

. 1._'. : imuumezua—gmﬁauy pruamea«azstrzm
uted,  Pornografl diproduksi dan didistribusikan
secara global melalui jaringan multimedia. Pela-
rangan yang hanya berpusat di suatu kawasan
dunia fidak akan efektif apabila di kawasan lain




JURNAL DIALOG &
KEBIJAKAN PUBLIK

o> Agustgs./ Tahun ¥/ Zﬂig

zwm ebithan:

SO, Fedy dan antar C’“i’ﬁ!’ﬂf 1.

tidak” ter_;adx ‘hat serupa Peiaxaugan hanya pada
pornografl gambar (visual pornography) tidak
alan efektif jika tidak bersamaan dengan pela-
rangan untuk format konten lainnya.

2. Network system: producer; supplier, re-
tailer, consumef‘-adopnon Pornografi merupakan
bisnis yang berbentuk jaringan, tidak melokal
atau satu keiompok Sejak diproduisi, didistribusi
hmgga dikonsumsi, pornografi melibatkan mata
rantai sejumiah pihak yang bersinergi, sehingga
pelarangan peredarannya haros ditujukan kepada
semua pihak tersebut, tidak hanya produsen.

3. Opentopublicvs. close “black” market.
Pemasaran konten pomografi amat bervariasi,
mulai dari yang bersifat terbuka atas nama “ke-
bebasan pers” melalui majalah atau VCD/DVD
vang dapat dijual bebas hingga yang bersifat ter-
tutup, hanya dari orang ke orang seperii halnya
perederan Narkoba. ’

4. Comtent-media-technology-actor. Peng-
aturan pornografi tidak hanya terkait konten,
tetapl juga jenis media distribusi, media displai
dan para aktor konsumen-produsen-distributor
yang sangat melek teknologl komunikasi. Dalam
bisnis pornografi di Internet, ada tujuh pihak yang
bertanggungjawab: pengguna intemet, operator
telekomunikasi, internet service provider, server,
packager, produser dan author.

5. Political-economy and cultnral inter-
est. Belajar dari kasus pembahasan RUU APP
dan RUU Pornografi, kontroversi muncul karena
adanya kombinasi kepentingan yang tidak saling
sinkron, antara kepentingan politik regulator,

dan media dan kepentingan kultural masyarakat,
baik di propinsi yang menolak nmaupan menduka-
ng ULL

Salah sat pusat kontroversi pembahasan

@ % ﬁzf? W g fzufa!l regulasi atas pornografi cender wng berargumen f‘e!@»fz
. ada regulasi serupa di UU lain %f;?fszm?; a, sepertl UL no, 32/2002
__fa.szzlzfm;f wa viaran dan UU Informasi don Transaksi Elekmronile.
o U%’J n0.32/2002 teniang Penyiaron pasal 36 qyat {5) mgmim cr
il isi siaron d;:’.;;;wzw hersifa
osatkan dan/aton bhohong, m ’f?{;ﬁj{)f o r’fﬁ"?fﬁ kekerasan, cabul, .
wiridion, pervalahgunaon norkotilio; aton memperienianghkan sk,

¢ fitnah, menghasut,”..

%%

1 adalah pada definisi pornografi. Pemniu:é:an
definisi yang ada ibarat melukis diatas air, mr-
dah hilang atau dihilangkan. UU diperlukan un-
tuk melindungi moralitas anak muda dan Lkrisis
akhlak bangsa, terutama melalui media. Naxmn,
definisinya memicu kontroversi hingga men-
jelang disahkan. Dalam UU yang disahkan 30
Oktober 2008 disebutkan: Pornografi adalah ma-
teri seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam

bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pe-
sant komunikasi lain melalui berbagai bentuk
media komunikast dan/atan pertunjukan di muka
umum, yang dapat membangkitkan hasrat sek-
sual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan
dalam masyarakat.

Jasa pomnografi adalah segala jenis layanan
pornografi yang disediakan oleh orang perse-
orangan atau korporasi melalui pertunjukan
langsung, televisi kabel, televisi teresterial, ra-
dio, telepon, intemnet, dan komunikasi elektronik
lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang ce-
takan iain. Apakah definisi ini dapat dimengerti
terus-menerus oleh semua pihak?

Para penolak regulasi atas pornografi
cenderung berargnmen telah ada regulasi se-
mpa di UU lain sebelumnya, seperti UU no.
32/2002 tentang Penyiaran dan UU Informasi
dan Transaksi Elektronik. UU no.32/2002 ten-
tang Penyiaran pasal 30 ayat ($) misalnya telah
menyebutkan: Isi siaran dilarang bersifat fitnah,
menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; me-

. kepentingan ekonomi_ pelaku, usaha a.pomografi . nonjolian umsur. kekerasan,..cabul. peciudian,

penyalahgunaan narkotika; atan memperten-
tangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
Hanya saja, UU ini berlaku terbatas untuk media
penyiaran.
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. pasai ayai (3) mengatur baﬂlan—bagaan yang: .-

' - _nutup' ' d g_an_ cmman yang memngsang, baxk '

_.'_ofe'_ man_ sxa' atau hewan daIam 51kap baggnﬁa- B rekan ‘dibantu oleh operator Warnet. Kreatifitas:

gerak natau perbuatan onani, leshian, homo atau . ':'.cangglh
" oral sex; -.adegan melahirkan, baik manusia atan
- hewan yang dapat menimbulkan birahi. Alasan-
*mya jelas, karena semua itu bersifat pornografis, 0

~ Ww m - _- Raguéam anﬁgraﬁ dan Sikap E{sta

' PNo' 7/ 1994 tentang Lembaca Sensor Fﬂm_ S Kompleks;tas rewlasz tersebut meny bab-

pendukung reguias1 khususnya ummat Islam
' '.:Sebaga;. iltustrasi,’ saat pemberlakuan UU Infor— :

atan pantat baﬂ( dengan penutup atau tanpa pe—' '

: '-;-'bmk dengan mencoba sendm bertany& I;:epada :

napun, ‘secara terang~terangan atauterselubung; .. user dalam- mensmsati pembiokuan gusim Eeblh"

Daiam Konteks. kontroversi -pornografi . dau regulasinya, sikap -mayoritas pubhk Indonesm
sesungeuhnya jelas, vaitu mendukung. Regulasi yang bersifat formal antara lain UU diperlukan setelah -
melihat realitas destruksi yang timbul akibat perilaku pornografis. Tindakan terhadap pomografi secara -
spiritual dikorelasikan sebagai bentuk antisipasi kutukan, yang dapat dialami Indonesia, seperti pernah
terjadi di masa laky, atau pada zaman Nabi Luth AS (datam Islam). Perilaku pornografis adalah sepadan :
dengan perilaku menyimpang lainnya.

Regulasz terhadap pornografi harus bersifat komprehensif dan apabila kita cermati lebih mendasar
lags, ia sesungguhnya tidak selalt harus mempergunakan aturan selevel UU. Sejumlah plhhan fain
yang bersifat kultural dapat dicermati dalam tabel berikut ini! :

Table ; Regulatory framework

1. The actor him/herself Personal ethics Self-sanction | Self
2. Second party controllers (i.e., the | Contractual Various self-help PICS, RSAC,,
person acted upon) provisions mechanisms filter software
3. Nonhierarchically erganized Social norms Social sanctions Code of Conduct
social forces _ _ _ o
4. Hierarchically organized Organization rules Organization Industry seii-;
nongovernmental organizations sanctions regulation
5. Governments Law State enforcement, Law

coercive sanctions

Adapted from Ellickson (1991) dalam Peng Hwa Ang (NTU, 2008).

o S e . b i
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 Dalam pengamatan Peng. Hwa, negara-negara Eropa dan Amerika vang lebih memiliki tradisi
kebebasan media umnumnya mengadopsi instrumen satu sampai tiga. Sedangkan negara-negara ‘Asia:
dan kawasan lain-yang relatif rendah tradisi kebebasan medianya memilik pendekatan empat ‘dan
lima. Indonesia memilih pendekatan kelima melalui pembentukan UU Pomografi dan sejumlah YU

 terkait lainnya. Pasca berlakunya UU Pornografi dengan dimotori kaum muslimin mestinya memilil'-
kemungkman yang -mengkombinasikan sejumlah instrumen hukum dlatas untuk mengantls;pa31
lambannya 1mpiemeuias; uu. : :

Catatam Ak%ur
= “}.{aia kunci? y.mg dapat. d&pegang oieh publik dalam kerangxa implementasi UU i’omograﬁr
i adaiah pada konteks peran serta masyarakat. Pasal 21 UU Pornografi mengenai peran serta masyarakat
menyebutkan,’ masyarakat dapat-berperan serta dalam melakukan pencegahan tethadap pembuatan, 7
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan - cara:
“a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini; b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
¢.'melakukan sosialisasi  peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; “dan
d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pomografi. Ketentuan peran
serta masyarakat ini dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan penmdana-
undangan, g
Kabar baik datang dari sebuah survei terhadap 223 remaja di Yogyakarta {Kompas ()nhne
2005) yang menemukan bahwa situs porno bukanlah situs yang paling banyak dibuka. Siswa SMA
dan perguruan tinggi di semester awal lebih suka mengunjungi search engine dan pada peringkat
' seianjumya adalah situs-situs jaringan sosial seperti friendster dan email. Sedang mereka yang berada
di SMP paling banyak mengunjungi game online. Berdasarkan temuan ini, penting mendekati Iemaja,
konsumen aktif teknologi komunikasi dengan regulasz Kecenderungan yang tinggi untuk mencari
kawan dan membangun jaringan sosial pada remaja vang diindikasikan dengan minat pada situs
jatingan sosial, email, dan juga game online bisa menjadi informasi awal yang mengalihkan budaya
akses pornografi.
Ada atau tidak ada regulasi, arah industri porografi dfi Indonesia dimasa mendatang akan
semakin marak menyusul popularitas media jejaring social seperii Facebook dan Bviier. Tanpa upaya
. pemberantasan yang komprehensif (struktural dan kultural), tren migrasi distribusi konten pornografi
dari media lama ke media baru (rew media) membuat UU Pornografi atau aturan lain vang diinisiasi
pemerintah hanya ‘macan diatas kertas’.
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